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DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembar Neraga Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

1.

Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Pejabat
Fungsional lainnya.

Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi
publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan
informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office, internet, alat
komunikasi, dan media sosial.

Memahami dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun
2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

Keputusan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan
kepentingan, Whistle Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta
mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas.

7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan
keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam
pelaksanaan tugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor
HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik
di Lingkungan BPOM,;

11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor
HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM; dan

12. Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari Nomor
0T.03.03.10B.01.26.66 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan
Balai POM di Manokwari.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik 1. Alat Tulis Kantor

2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan 2. Alat Pengolah Data

3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar | 3. Aplikasi penunjang

Informasi Publik 4. Jaringan Internet
4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi 5. Alat Komunikasi
5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik | 6. Pustaka
7. Sarana prasarana lainnya

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP Mikro Pengajuan Keberatan tidak dilaksanakan sesuai | Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan
prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja | dan bahan referensi.

Kegiatan (IKK) Balai POM di Manokwari yaitu Nilai Pembangunan Zona
Integritas Balai POM di Manokwari pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya
Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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A. Diagram Alir
SOP MIKRO PENGAJUAN EEBERATAN
Pelaksana Mutu Baku
PPID Pelaksanaz Bala =
= PPID Pelaksana Bala
HNo Akbivilas PPID Pelaksana | POM di Manokwan = Keder.
Atasan PPID | ooy pooy | Baka POM di Pengelolaan | [FOMdiManotman | o e | waki Lopent o
» i F n don Arsip
"1 |Meneimapengsuankeberatan das | [Pengsjusnsberdan | THL  |Memodaudspesisi |1 Pengamankeberdian dapd dsampsian sscars
permetasnirfomasi. 2 leriuds dengan datang langsung
. b. teridis melsha surat elekironi fama! subeds PPD, adikasi PAD Mobele, ‘Whatsépp Jaumedia
lannga)
2 Diziam hd Pernohen Informasi Pubik 220 pengap beberatan memilhs kebutuban bhusus maka daps)
dibariu oich Petugas Pelayanan informas Publi (PPY) ddam pengisian formudi keberglan
2 |Menenima di sposisi pengaguan e R B Lo S v {Memo dau disposis THE 1 Surgt Pengauan
keherdan das permiria: informast ! : Hebardan dau Formudr
' l:] ' Kebergtan
:_-___“-_-_“-“__‘__““_-___“_: 2 Register Keberatan
I |Meandan venfikas kelenghanan 1 Sura Pengzquan IHC Fengauan Keberalan 1 Pemnohon informast Publk dapat mengaukan keberalan dengan dasan
persyaraian pengajuan keberdtan das {Keberatan Sau Formudir vang lervenifitasi a perniakan berdasarkan dasan Pengecudian formas Pubiic:
permriaan irformast Feheraian b 6ok deed daarrys Informast Derkals
12 Fegohe Keberdan ¢ fdak dtanggapings Permintaan Informas Public:

d Permintzan bfomas Public dlanggan idak sebagamanz vang dminia:

e fda dkabularrya Perminizan fomas Publics

f. pengenazniasa vang idsk maar danfdau

g penuarpaan Informas Publik metebiy balas wakhu vang Oabs dalam persburan tethar

2 Pengajuankebergian harus mencardumban paiing sedhit

a nomor regster Perminiaan Informast Pullik.

b. nomar pencaftaran Perminiaan Infoomas Puiik pha mengapdkan keberdlan das pemrdaan informas|
putdk:

¢ hyua pengguraan Informast Publik:

d idertitas lengkap Pemohon iInformas Public. yergmengaskan ieberdan dau huzssawa

e dasan pergauen keberdan;

f makiy perbenian tanpganan alas keberdan yang disi olsh PR

3 nama dan tands tangan Pemchon bomas Publie varg mengapken keberdan dau buzsapa dan
h nama dan tanda tengan PP yeng menefima pengsjuan kebergtan

3 PP mendakumentasitan pengauan keberatan pada aplkas Sistemn Pedaporan Layanan 2au SMPEL
danlalzu subeie PPD

4 kkz pengapuan keberdan 103 memenuts suard sebagsenanz bulir 23 Jas, maka pengaquan
k=beratan dhembaihan kepads pengap keberatan unhid dlenghiapi dalam IHL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

kepada Pemoban Informasi Pubik

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.60B.01
NAMA SOP : PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN POM | yaLaman . 5 dari 10
Pelsksana Mubu Baku
PPID Pelksana Balai .
e Atiwtas ““;‘P‘Mm PPID EPOM Pﬁfm di IEI::: Pengdolaan Zgi‘::umaj Kelengkapan Wakbu Sedpurt SR
Manokwari dan Pelayanan .
I - dan Arzip
Mersausunrancangantanggapan Pergauan Feberslan Rarcangantanggepan |1 PRDEPDM dan PPID P disana dapat mel sukian pembahizsan danslau penguian konsshuena k|
feradis: I? [ tertudi Cigeruan chrdau mesniniz perfimbargan heparks Tim Pesimbangen dan Mtasan FRDEFOM
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Foonsskuens.
| AHE
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP . POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.60B.01
NAMA SOP . PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN POM | yaiaman . 6 dari 10

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1.

11.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di di lingkungan BPOM, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik di BPOM.

PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan
dokumentasi, pengelolaan Informasi Publik, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.

PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa
Informasi Publik.

PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis
BPOM, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari adalah Kepala Balai POM di Manokwari yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di tingkat Balai POM di Manokwari.

PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Balai
POM di Manokwari dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di Balai POM di Manokwari.
PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Balai POM di
Manokwari dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip Informasi Publik yang dimiliki Balai POM di Manokwari sesuai dengan klasifikasi informasi.
Atasan PPID BPOM adalah Sekretaris Utama yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

. Tim Pertimbangan adalah Pejabat Tinggi Madya selain Sekretaris Utama di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab memberikan

pertimbangan dalam merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian
sengketa Informasi, dan hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.

Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari adalah petugas yang bertanggung jawab menyiapkan
kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

13. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan
yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka
Informasi Publik atau sebaliknya.

14. Aplikasi SIMPEL atau Sistem Pelaporan Layanan adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan dokumentasi, koordinasi, monitoring, dan
pelaporan layanan Informasi Publik.

15. Tanggapan tertulis adalah jawaban PPID BPOM dan/atau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT atas Permintaan Informasi Publik/keberatan
informasi dalam bentuk surat.

C. Tim Kerja Koordinator
Tim Kerja yang bertugas dalam pengoordinasi PPID

D. Pihak yang Terkait

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai POM di Manokwari
2. Tim Pertimbangan PPID BPOM

E. Formulir yang Digunakan
1. Formulir Keberatan
2. Formulir Register Keberatan

F. Outputyang Dihasilkan
Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES
POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI,
EDUKASI
o - o I |
‘ POM-08.01 ¢
. Keprotoloslan '
POM-00 : POM-00
. POM-08.02 ' >
Selurah Proses BPOM " ' , Seboruh Froven BPOM
i Layanan Hubungan
| Masyarakat
)-nhsyurak;u I
P POM-08.03 !
( Mm Musa‘ ) | { l x_\_Mn:yamh!_' )
— ' Layanan :
(Penecionan - | Perpustaiana I | (e vasn)
'M U“n;} ' A | | Pemenmar; ".
— i POM-08.04 -
| Akademisi | |
) Informasi, dan
‘ Edukasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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H. Daftar Riwayat Perubahan
Status Dokumen (berlaku, .
No. revisi, ditarik/di(cabut) Tanggal Lokasi Perubahan
1 Berlaku 03 Juni 2024 | -
2 Revisi 01 17 April 2025 | 1. Dasar Hukum: perubahan dan penambahan dasar hukum;
2. Kualifikasi Pelaksana: penyesuaian dan penambahan kualifikasi pelaksana serta
pengintegrasian dengan ISO 37001:2016 dan ISO 45001:2018;
3. Keterkaitan: penambahan SOP mikro yang terkait;
4. Peringatan: penyesuaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang berdampak jika
SOP tidak dilaksanakan;
5. Diagram Alir: Maklumat Pelayanan Informasi Publik: perubahan narasi dan
penambahan point keterangan terkait aktivitas pada nomor 1 dan 2;
6. Deskripsi/Pengertian Umum: perubahan deskripsi pengertian Tim Pertimbangan
pada point 7;
7. Penambahan Tim Kerja Koordinator (huruf C);
8. Pihak yang Terkait: perubahan/penyesuaian nama dan penambahan 1 pihak yang
terkait;
9. Formulir yang Digunakan: pengurangan/penghapusan 1 formulir yang digunakan
10.0Output yang Dihasilkan: penyesuaian nama output;
11.Bagan Sub Proses Bisnis: penambahan POM-08.04 tentang Komunikasi, Informasi
dan Edukasi pada bagan.
3 Revisi 02 08 Juni 2026 1. Nomor SOP : penyesuaian kode unit kerja;
2. Dasar Hukum : perubahan peraturan;
3. Deskripsi/Pengertian Umum : penambahan deskripsi/pengertian umum pada nomor
3,4 dan 5;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Status Dokumen (berlaku,

No. revisi, ditarik/dicabut)

Tanggal Lokasi Perubahan

4. Tim Kerja Koordinator: perubahan nama Tim Kerja Koordinator;
5. Pihak yang Terkait: perubahan dan pengurangan jumlah pihak yang terkait;
6. Diagram Alir:

a. Perubahan/penambahan 1 poin pada kolom aktivitas.

b. Perubahan/penambahan 2 pihak pada kolom pelaksana.

c. Perubahan narasi pada kolom keterangan aktivitas nomor 3.

d. Penghapusan narasi pada kolom keterangan aktivitas nomor 2 dan 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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